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BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

a. bahwa tujuan, sasaran, Kkebijakan, dan strategi

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, sebagai visi dan misi Kepala Daerah
terpilih dalam masa pemerintahannya dengan
berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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10.

11.

12.

g:r(lt':’ng;g:d?ng Nomor 17 'I‘a}Tun 2007 tentang
2005(_2 aFembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 00);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

e i) s el it e
Perbahan Atr:ermta Nomor 13.Tahun 2017 tentang
s Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
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20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12

Tah}m 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 33);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

Menetapkan

dan
BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Nias Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bupati adalah Bupati Nias Barat,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPFRLA 'adaliah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan peényusunan, pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah,

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai
kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu
di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai
dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu)
tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang terrgasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang b:erkepentmgan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebag:fu penanggung
biaya, pelaku, penerima manfaat maupun pen@ggung resiko.

Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menen-gah, dan
usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di K.abupaten Nias Barat.
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber

daya yang ada.
PeZen)::anaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. .

Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. ‘ ' |
Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. . o

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Misi adalah rumusan umum mengenai
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Tujuan adalah suatu kondisi yang
jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sa.saran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Dacra}; Kahupatcn/lP:r'r:n k};t
Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil ((;lltcgm(e)
program Perangkat Daerah. )

S(t;r;i;zgrll adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
P gunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk
mencapai sasaran.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1
(s.atu). atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
dlse.dlakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten,
yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata
ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Upaya-upaya yang akan

akan dicapai atau dihasilkan dalam

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:

a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

b. penyusunan RKPD; dan

c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk: |

a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah

Daerah Kabupaten;
b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanan penganggaran serta
perencanaan penganggaran Daerah Kabupaten; dan
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c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah K
sinergis dan terpadu antara perenc

abupaten yang
anaan pembangunan nasional,

provinsi, serta kabupaten /kota yang berbatasan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026 merupakan:

a. penjabaran visi, misi

dan program Bupati ke dalam strategi

pemba.ngunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas
Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan
mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan

b. dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026 meliputi:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran
umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi
secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten.

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada
perumusan ke dalam sub bab.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian
isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan
isu strategis.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu

5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator

kinerja setiap misi pembangunan.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH ' .
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi
terpilih.
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BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANG
PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat
Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat
daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuai.: gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan. misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
BAB IX PENUTUP

UNAN DAN PROGRAM

BAB VIII

BAB IV
IST DAN URAIAN RPUMD

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan perencanaan RPJMD.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan perencanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

4. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7
1. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam
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Peraturan Daerah ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

c. terjadi perubahan mendasar.

2. Dalam rangka efcktivitas, perubahan RPJMD schagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa

masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,

konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau

perubahan kebijakan nasional.

4. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan

Renstra Perangkat Daerah.

w

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias

Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI NIAS BARAT,
ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,
ttd.
FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (6-187/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUYM,

SAMITRO GULO, SH., MM
4 PENATA
NIP. 19900512 201403 1 001
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I

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, maka
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun

mendatang.

RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan RPJMD
Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Nias Barat, memuat visi
dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program
pembangunan daerah dan program prioritas serta indikator kinerja
daerah disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perundanga-
undangan yang berlaku. RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-
2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias
Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias
Barat pada setiap tahun anggaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 39.

Dipindai dengan CamScanner



